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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pencucian uang telah menjadi masalah global sebagai hasil dari 

pertemuan beberapa perubahan luar biasa di pasar dunia. Pertumbuhan dalam 

perdagangan internasional, perluasan sistem keuangan global, penurunan 

hambatan perjalanan internasional, dan lonjakan internalisasi kejahatan 

terorganisir telah bergabung untuk menyediakan sumber, peluang, dan sarana 

untuk mengubah hasil ilegal menjadi apa yang tampaknya menjadi dana yang 

sah1. 

Tindak pidana pencucian uang (money laundering) adalah kejahatan 

yang memiliki ciri khas, yaitu bahwa kejahatan money laundering bukan 

merupakan kejahatan tunggal melainkan kejahatan ganda. Pernyataan tersebut 

didasari dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang sifatnya 

follow up crime atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya 

adalah kejahatan asalnya atau disebut dengan predicate offense atau core 

crime atau ada negara yang merumuskannya sebagai unlawful activity yaitu 

kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses 

money laundering2. 

                                                
1 Fauziah Lubis, 2020,  Advokat VS Pencucian Uang, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 55.  
2 Dahlia Kusuma Dewi & Dewi Ervina Suryani, 2020, Penerapan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) 

terhadap Penegakan Hukum Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Terhadap Tindak 

Pidana Kehutanan (Illegal Logging), Jurnal Hukum Maidah 19 (3), hlm. 500. 
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Berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 

menjelaskan bahwa pencucian uang (money laundering) adalah segala 

perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan 

dalam Undang-Undang ini. 

Pencucian uang dikategorikan sebagai transnational organized crime, 

sehingga dalam pemberantasannya seringkali berkaitan dengan yurisdiksi 

negara lain dan memerlukan kerjasama internasional. Oleh karena itu, 

penanggulangannya merupakan tanggungjawab setiap negara yang 

diwujudkan dalam kerja sama regional atau internasional melalui forum 

bilateral atau multilateral3. 

Pencucian uang ini biasanya hasil dari tindak pidana, di Indonesia 

sendiri mayoritas tindak pidana pencucian uang berasal dari hasil korupsi. 

Menurut BPKP dalam modul audit forensik menjelaskan bahwa money 

laundering memiliki sedikitnya tiga (3) tahapan yaitu tahapan penempatan 

(placement stage), tahap penyebaran (layering stage), dan tahap 

pengumpulan (integration stage). Tahap penempatan merupakan suatu upaya 

menempatkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan yang dilakukan 

melalui pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil ke dalam 

simpanan bank atau lainnya. Pada tahap penyebaran, money laundering akan 

terlibat dalam serentetan tindakan konversi atau pergerakan dana yang 

dimaksudkan untuk memisahkan atau menjauhkan dari sumber dana. Tahap 

                                                
3 Muhammad Rusdi, 2016, Pencucian Uang dalam Transaksi Perdagangan, Jurnal Kajian 

Hukum dan Keadilan IUS Vol. 4 Nomor 2, hlm. 70. 



 

 

3 

 

terakhir yaitu pengumpulan merupakan upaya menggunakan harta hasil 

kejahatan yang tampah sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke 

dalam kegiatan ekonomi yang sah4. 

Barry R McCaffrey menjelaskan bahwa money laundering 

mengancam yurisdiksi dari 3 (tiga) perspektif terkait. Pertama, pada tingkat 

penegakan hukum, money laundering meningkatkan ancaman yang 

ditimbulkan oleh kejahatan serius, seperti perdagangan narkoba, pemerasan, 

dan penyelundupan, dengan memfasilitasi kejahatan mendasar dan 

menyediakan dana untuk investasi ulang yang memungkinkan perusahaan 

kriminal untuk melanjutkan operasinya. Kedua, pencucian menimbulkan 

ancaman dari sudut pandang ekonomi dengan mengurangi pendapatan pajak 

dan membangun ekonomi bawah tanah yang substansial, yang seringkali 

menghambat bisnis yang sah dan mengacaukan sektor dan lembaga keuangan. 

Ketiga, pencucian uang merusak lembaga-lembaga demokrasi dan 

mengancam tata pemertintahan yang baik dengan mempromosikan korupsi 

publik melalui suap balik, penyuapan, kontribusi kampanye ilegal, 

pengumpulan biaya rujukan, dan penyalahgunaan pajak perusahaan  dan 

biaya lisensi5. 

Tahun 1998 Indonesia dinyatakan sebagai salah satu negara yang 

dikategorikan sebagai Non-Coorporative Countries and Territories (NCTTs) 

berdasarkan pada putusan Financial Action Task Force (FATF) suatu satuan 

tugas yang diberntuk oleh Negara-Negara G-7. Ancaman sanksi yang 

                                                
4 Muhammad Fuat Wisyaiswara, 2014, Mengenali Proses Pencucian Uang (Money Laundering) 

Dari Hasil Tindak Pidana, Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP. 
5 Fauzah Lubis, Op.Cit., hlm. 57. 
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diberikan oleh FATF di antaranya adalah Bank-bank internasional akan 

memutuskan hubungan dengan bank-bank Indonesia, negara-negara akan 

menolak Letter of Credit (L/C) yang dikeluarkan oleh Indonesia dan 

lembaga-lembaga keuangan Indonesia akan dikenakan biaya tinggi (risk 

premium) terhadap setiap transaksi yang dilakukan dengan lembaga-lembaga 

keuangan luar negeri6. 

Kemudian pada tahun 2001 berdasarkan hasil evaluasi terhadap 

tingkat kepatuhan atas 40 rekomendasi FATF, Indonesia dimasukkan ke 

dalam daftar NCTTs kembali. Saat itu FATF menyoroti beberapa kelemahan 

pada negara Indonesia untuk mencegah dan memberantas tindak pidana 

pencucian uang, yakni tidak adanya undang-undang money laundering 

sebagai tindak pidana, tidak adanya ketentuan prinsip mengenal nasabah 

(know your customer) untuk lembaga keuangan non bank, rendahnya kualitas 

SDM dalam penanganan kejahatan penucian uang, dukungan para ahli, dan 

kurangnya kerjasama internasional7. 

Kegiatan money laundering ini telah menjadi transnational crime 

karena prosesnya tidak hanya dilakukan di dalam suatu negara melainkan 

telah melewati batas-batas negara (crossborder) 8 . Menurut pandangan 

negara-negara internasional, tindak pidana pencucian uang dipandang sebagai 

kejahatan yang membahayakan yang harus dicegah dan diberanyat. Dalam  

melakukan pencegahan money laundery, kerja sama dengan negara 

internasional dilakukan tentunya berkaitan dengan yurisdiksi negara lain yang 

                                                
6 Ibid., hlm. 60.  
7 Ibid. 
8 Ibid. 
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harus dimasukkan. Maka sejak tahun 2001 Indonesia bersama sejumlah 

negara lain dimasukkan ke dalam daftar Non Cooperative Countries and 

Territories oleh Financial Action Task Force on Money Laundering (FAFT) 

suatu gugus tugas yang beranggotakan 31 negara dan 2 organisasi regional. 

Sejak tahun 2003, Indonesia juga menjadi anggota Asia Pasifik Group on 

Money Laundering (APG). Kedua organisasi internasional ini tujuannya sama 

sebagai bentuk memerangi tindak pidana pencucian uang dan kerja sama 

dengan negara-negara internasional sangat dibutuhkan9. 

Money laundering tidak sekedar masalah internal Indonesia, tetapi 

juga merupakan masalah dunia Internasional, salah satunya adalah Malaysia. 

Oleh karena itu, pada tahun 2002 Indonesia mengesahkan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang yang telah dirubah dengan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang 

kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang. 

Sedangkan sebagai bentuk keseriusan Malaysia mencegah dan 

menumpas tindak pidana pencucian yang adalah dengan menggulirkan 

regulasi atau Undang-Undang yang disebut dengan “Anti-Money Laundering 

and Anti-Terorism FinancialAct 2001”. Kemudian AMLA 2001 ini telah 

mengalami revisi dua kali yakni tahun 2013 dan 2014, perubahan sifatnya 

tidak prinsipil hanya menambah Pasal untuk menyesuaikan dengan 

                                                
9 Ibid., hlm. 39. 
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perkembangan zaman. Ada yang menarik dari Undang-Undang ini, Acta ini 

tidak hanya mengatur tentang pencucian uang tetapi juga memasukkan 

tentang kejahatan terorisme. Harta kekayaan dari pelaku terorisme bersumber 

dari berbagai sumber salah satu di antara melalui pencucian uang. Disinilah 

letak perbedaan mendasar antara Undang-Undang tindak pidana pencucian 

uang di Indonesia dengan Malaysia10. 

Tindak pidana money laundering beberapa kali terjadi di Indonesia 

dan Malaysia, di Indonesia sendiri terjadi pada tahun 2020 dengan tersangka 

mantan Bupati Nganjuk (TFR) dengan membeli tanah seluas 2,2 hektar di 

Desa Putren, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Sedangkan di Malaysia 

sendiri, tindak pidana money laundering dilakukan oleh mantan Perdana 

Menteri (NR) yang melakukan pencucian uang senilai 47 juta Ringgit 

Malaysia. 

Pada setiap proses pemeriksaan perkara pidana pencucian uang, saksi 

merupakan salah satu kunci untuk memperoleh kebenaran materiil yang 

merupakan kebenaran yang benar-benar terjadi. Hal tersebut dikarenakan 

keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah 

melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai 

dengan alat bukti yang lain11. Keterangan saksi merupakan salah satu alat 

bukti yang sah di dalam persidangan12. Namun keterangan seorang saksi saja 

tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan 

                                                
10 Ibid., hlm. 40. 
11 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 189 ayat (4). 
12 Ibid., Pasal 184 ayat (1) huruf a. 
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yang didakwakan kepadanya 13, kecuali jika disertai dengan alat bukti sah 

lainnya 14 . Sebagaimana bunyi Pasal 184 KUHAP yang menyebutkan 

keterangan saksi dalam urutan pertama sebagai alat bukti yang sah, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa keberhasilan suatu proses peradilan pidana 

sangatlah tergantung pada alat bukti yang berhasil dimunculkan dalam 

pengadilan terutama berkenaan dengan keterangan saksi. 

Menurut Lance Cole, seorang whistleblower seringkali dipahami 

sebagai saksi pelapor. Orang yang memberikan laporan atau kesaksian 

mengenai suatu dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum dalam 

proses sistem peradilan pidana15. Whsitleblower biasanya ditujukan kepada 

seseorang yang pertama kali mengungkap atau melaporkan tindak pidana atau 

tindakan yang dianggap ilegal di tempatnya bekerja atau orang lain berada 

kepada otoritas internal organisasi atau kepada publik seperti media massa 

atau lembaga pemantau publik16. 

Mencermati kondisi bahwa resiko yang dihadapi oleh saksi terkait 

tindak pidana money laundering, Pemerintah Indonesia mengeluarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan 

Khusus Bagi Pelapor dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Perlindungan 

terhadap saksi antara lain adalah perlindungan atas keamanan pribadi dan 

keluarga, perlindungan terhadap harta, kerahasiaan dan penyamaran identitas, 

dan pemberian keterangan tanpa perlu bertatap muka dengan tersangka atau 

                                                
13 Ibid., Pasal 185 ayat (1). 
14 Ibid., Pasal 185 ayat (2). 
15 Fauzah Lubis, Op.Cit., hlm. 43. 
16 Ibid. 



 

 

8 

 

terdakwa17. Berdasarkan bunyi Pasal 86 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: 

(1) Setiap Orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak 

pidana Pencucian Uang wajib diberi pelindungan khusus oleh negara dari 

kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, 

termasuk keluarganya.  

(2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pelindungan khusus 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-

undangan. 

 

Perlindungan saksi tindak pidana money laundering di Malaysia 

tertuang dalam AMLA pada bagian IV mengenai Reporting Obligations Pasal 

24 yang berbunyi: 

(1)  No civil, criminal, or disciplinary proceeding shall be brought against a 

person who: 

(a)  discloses or supplies any information in any report madeunder this 

Part; or 

(b)supplies any information in connection with such a report, whether at 

the time the report is made or afterwards; 

In respect of 

(aa)  the disclosure or supply, or the manner of the disclosure orsupply, 

by that person, of the information referred to inparagraph (a) or 

(b); or 

(bb)  any consequences that follow from the disclosure or supply ofthat 

information,unless the information was disclosed or supplied in 

bad faith. 

(2)   In proceedings against any person for an offence under this Part, it shall 

be a defence for that person to show that he took all reasonable steps and 

exercised all due diligence to avoid committing the offence. 

 

Adapun terjemahan bebasnya: 

 

Bahwa perlindungan saksi pelapor adalah: 

 

(1) Tidak ada proses secara perdata, pidana atau ketertiban lainnya yang dapat 

dikenakan terhadap seseorang yang: 

(a) mengungkapkan atau menyediaan segala informasi dalam segala 

laporan yang dibuat menurut undang-undang ini; 

                                                
17 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara 

Perlindungan Khusus   Bagi Pelapor dan Tindak Pidana Penucian Uang, Pasal 5. 
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(b) menyediakan segala informasi yang berhubungan dengan suatu 

laporan, apakah pada saat laporan itu dibuat atau sesudahnya; 

Dalam hal: 

(aa) pengungkapan atau penyediaan, atau cara pengungkapan atau 

penyediaan, oleh orang tersebut, dari informasi sesuai dalam 

paragraf (a) atau (b); atau 

(bb) segala akibat/dampak yang ditimbulkan/mengikuti pengungkapan 

atau penyediaan informasi tersebut, kecuali informasi yang 

diungkapkan atau disediakan dengan itikad tidak baik. 

(2) Dalam proses/tindakan yang dikenakan terhadap orang untuk suatu 

kejahatan menurut undang-undang ini, hal itu dapat menjadi suatu 

pembelaan bagi orang tersebut untuk menunjukkan bahwa dia sudah 

mengambil langkah yang beralasan dan melaksanakan semua hak yang 

baik atau sesuai untuk mencegah terjadinya kejahatan. 

 

Guna menanggulangi kejahatan internasional, maka diadakannya 

konvensi internasional United Nations Convention Against Transnational 

Organized Crime (Palermo Convention) yang merupakan konvensi yang 

mengatur mengenai penetapan standar terhadap hukum nasional masing-

masing pesertanya dan kerjasama yang dapat dibina diantara negara-negara 

peserta mengenai pemberantasan kejahatan lintas batas terorganisir 

(transnatonal organized crime/TOC). Konvensi ini mengkategorikan empat 

macam kejahatan ke dalam pasal-pasalnya yaitu, yang tercantum dalam: 

1. Article 5 : Partisipasi dalam kelompok kejahatan terorganisir 

2. Article6 : Pencucian uang 

3. Article8 : Korupsi 

4. Article23 : Penghambat dalam memperoleh keadilan 
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Selain itu, United Nations Convention Against Transnational 

Organized Crime juga mengatur tentang perlindungan saksi yang tertuang 

dalam Pasal 24 yang berbunyi: 

(1) Setiap negara pihak harus mengambil tindakan yang tepat sesuai 

kemampuannya dalam memberikan perlindungan yang efektif dari 

kemungkinan balas dendam atau intimidasi bagi saksi dalam proses 

pidana yang memberikan kesaksian tentang pelanggaran yang dilindungi 

oleh Konvensi ini dan jika sesuai, untuk kerabat dan orang lain mendekat 

kepada mereka. 

(2) Tindakan-tindakan yang disebutkan dalam pasal ini antara lain, dengan 

tidak mengurangi hak-hak tergugat, termasuk hak sampai proses: 

(a) Menetapkan prosedur untuk perlindungan fisik orang-orang tersebut, 

apabila diperlukan dan memungkinkan maka dapat merelokasi mereka 

dan mengizinkan, jika sesuai, kerahasiaan atau pembatasan atas 

pengungkapan informasi tentang identitas dan keberadaan orang 

tersebut; 

(b) Memberikan aturan dalam pembuktian untuk mengizinkan keterangan 

saksi diberikan dengan cara yang menjamin keamanan saksi, seperti 

memberikan keterangan melalui penggunaan teknologi komunikasi 

seperti tautan video atau sarana memadai lainnya. 

(3) Negara-negara pihak harus mempertimbangkan untuk membuat perjanjian 

atau pengaturan dengan negara lain untuk merelokasi orang-orang 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini. 

(4) Ketentuan pasal ini juga berlaku bagi korban sepanjang mereka menjadi 

saksi. 

 

 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka perlu dilakukan penelitian lebih 

jauh lagi dengan judul “Pengaturan Pemberian Perlindungan Saksi Dalam 

Tindak Pidana Money Laundering (Suatu Kajian Perbandingan di Indonesia 

dan Malaysia)”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, 

maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan pemberian perlindungan saksi dalam tindak pidana 

money laundering di Indonesia dan Malaysia? 

2. Apakah ide dasar yang dapat diambil dari pengaturan pemberian 

perlindungan saksi dalam tindak pidana money laundering di Malaysia 

dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia (sebagai ius 

constituendum)? 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk memberikan kejelasan mengenai objek yang menjadi fokus 

penelitian dalam penulisan penelitian ini dan menghindari perluasan masalah 

sebagai dampak luasnya ruang lingkup objek yang akan dikaji agar penelitian 

ini lebih mengarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti 

serta tujuan yang dicapai, penelitian dibatasi pada perlindungan saksi yang 

diatur dalam Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 57 Tahun 2003 tentang 

Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Tindak Pidana Pencucian 

Uang dan Law of Malaysia Act 613 tentang Anti Money laundering and Anti 

Terrorism Financing Act 2001 (AMLA). 

 

 



 

 

12 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini antara 

lain adalah: 

1. Untuk mengetahui perbandingan tentang pengaturan pemberian 

perlindungan saksi dalam undang-undang tindak pidana money 

laundering di Indonesia dan Malaysia. 

2. Untuk mengetahui ide dasar yang dapat diambil dari pengaturan 

pemberian perlindungan saksi dalam tindak pidana money laundering di 

Malaysia dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia (sebagai 

ius constituendum). 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

Memberi masukan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan 

khususnya terhadap pengaturan hukum pidana yang berkaitan dengan 

perlindungan saksi dalam tindak pidana secara umum dan tindak pidana 

money laundering secara khusus. 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan masukan kepada pembentuk undang-undang dan seluruh 

pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait masalah perlindungan 

saksi dalam tindak pidana money laundering, dalam upaya pemulihan 

aset negara yang hilang yang diakibatkan oleh tindak pidana money 

laundering. 
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F. Metode Penelitian 

I Made Pasek Diantha menjelaskan bahwa di dalam penelitian hukum 

terdapat beberapa pendekatan-pendekatan. Pendekatan penelitian dapat 

diartikan sebagai “cara pandang penulis atau peneliti dalam menentukan 

bahasan yang diharapkan dalam memberi kejelasan uraian atas suatu 

substansi karya ilmiah18. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang 

berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, 

sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara 

tertentu. Penelitian dapat diartikan pula sebagai usaha untuk menemukan, 

mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, gejala atau 

hipotesa, usaha mana dilakukan dengan metode ilmiah. 

Beranjak dari uraian diatas, langkah yang digunakan agar 

mendapatkan data dan informasi secara metodologis, sistematis dan konsisten, 

maka metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Dalam penenelitian ini penulis menggunakan beberapa metode 

pendekatan, metode pendekatan merupakan anak tangga untuk 

menentukan teori penelitian yang akan dipakai. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian hukum ini, antara lain: 

 

 

                                                
18 Bachtiar, 2018, Metode Penelitian Hukum, Tangerang Selatan: UNPAM Press,  hlm. 82. 
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a. Pendekatan Undang-Undang (Statute Aproach) 

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu 

memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-

undangan. Sukanto dan Mamudji menjelaskan bahwa pendekatan 

peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan 

menggunakan legislasi dan regulasi, dengan metode ini dilakukan 

dengan menganalisa regulasi, mengidentifikasi, dan menyesuaikan 

regulasi terkait yang lainnya19. Pendekatan ini secara lebih spesifik 

akan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang 

terkait dengan bagaimana perlindungan saksi tindak pidana money 

laundering Peraturan Perundang-undangan terutama Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pemerintah Indonesia 

Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi 

Pelapor dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Law of Malaysia Act 613 

on Anti Money Laundering and Anti Terrorism Financing Act 2001 

(AMLA), United Nations Convention Against Transnational 

Organized Crime. 

 

 

                                                
19  Ahmad Yani, 2018, Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktik, Jurnal 

Lentera Hukum 5 (2), hlm. 251. 
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b. Pendekatan Normatif atau Konseptual (Conceptual Approach) 

Johnny Ibrahim berpendapat bahwa dalam penelitian hukum 

normatif, cara pendekatan yang digunakan akan memungkinkan 

peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris 

dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi 

hukum tanpa megubah karakter ilmu hukum normatif. Berbagai bahan 

hukum banyak yang memiliki sifat empiris seperti perbandingan 

hukum, sejarah hukum, dan kasus-kasus hukum yang telah diputus20. 

Penelitian hukum normatif dapat menggunakan beberapa 

pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach), 

pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan analitis 

(analytical approach), pendekatan perbandingan (comparative 

approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan 

filsafat (philosophy approach), dan pendekatan kasus (case 

approach)21. 

Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah latar 

belakang apa yang dipelajari dan pengaturan mengenai masalah yang 

dihadapi. Telaah demikian diperlukan peneliti ketika peneliti ingin 

mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan suatu yang 

sedang dipelajari. Pendekatan konseptual ini diperlukan kalau peneliti 

menganggap memang pengungkapan filosifis dan pola pikir ketika 

sesuatu yang dipelajari itu dilahirkan mempunyai relevansi dengan 

                                                
20 Suhaimi, 2018, Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif, Jurnal 

Yustitia, 19 (2), hlm. 207. 
21 Ibid. 
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masa kini. Selanjutnya dapat dihubungkan bahwa pendekatan 

konseptual digunakan atas dasar penelitian ini mempunyai hubungan 

erat dengan doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan dalam ilmu 

hukum. Dalam hal ini peneliti dapat mengidentifikasi konsep dari 

Perlindungan hukum kekayaan intelektual terhadap ilustrasi digital 

sesuai dengan perundang-undangan nomor 28 tahun 2014 tentang Hak 

Cipta dalam perspektif pancasila. 

c. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach) 

Pentingnya pendekatan perbandingan (comparative approach) 

dalam ilmu hukum karena dalam hukum tidak dimungkinkan 

dilakukan suatu eksperimen. Pendekatan ini digunakan untuk 

membandingkan salah satu lembaga hukum dari sistem hukum yang 

satu dengan lembaga hukum yang lain. Dengan perbandingan tersebut 

dapat diketahui tentang persamaan dan perbedaannya dari kedua 

lembaga hukum tersebut22. 

Menurut pendapat Sunaryati, dengan melakukan perbandingan 

hukum akan dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya: pertama, 

kebutuhan-kebutuhan yang universal (sama) akan menimbulkan cara-

cara pengaturan yang sama pula. Kedua, kebutuhan-kebutuhan khusus 

berdasarkan suasana dan sejarah itu menimbulkan cara-cara yang 

berbeda pula23. 

 

                                                
22 Suhaimi, Op.Cit., hlm. 208. 
23 Ibid. 

https://www.google.com/search?q=perspektif&spell=1&sa=X&ei=gG6KVbzOE5OXuASIi6TYCA&ved=0CBoQvwUoAA&biw=689&bih=615


 

 

17 

 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif analitis. Deskriptif di sini dimaksudkan untuk menggambarkan  

Peraturan tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan 

Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 

Selain itu akan digambarkan pula pengaturan perlindungan saksi tindak 

pidana money laundering di Malaysia yang tertuang dalam Akta 696 

tentang Perlindungan Saksi Tahun 2009 dan Law of Malaysia Act 613 

onAnti Money Laundering and Anti Terrorism Financing Act 2001 

(AMLA).  

Hal ini kemudian akan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan 

praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut perumusan masalah 

yang diteliti. Sementara itu yang dimaksud dengan analitis dalam 

penelitian ini mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, 

menjelaskan, dan memberi makna pada pokok permasalahan yang akan 

dianalisis sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap 

permasalahan tersebut. 
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3. Objek Penelitian 

Objek dari penelitian ini adalah seluruh informasi tentang 

perlindungan hukum saksi tindak pidana pencucian uang yang bersumber 

dari peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Malaysia. 

Elemen merupakan aturan di Indonesia dan Malaysia yang dimuat 

pada Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata 

Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Tindak Pidana Pencucian 

Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Akta 696 tentang 

Perlindungan Saksi Tahun 2009, Law of Malaysia Act 613 on Anti Money 

Laundering and Anti Terrorism Financing Act 2001 (AMLA), dan United 

Nations Convention Against Transnational Organized Crime. 

4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan, 

difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam 

penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam 

pembahasan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder. 
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Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan 

narasumber tentang bagaimana implementasi perlindungan saksi money 

laundering. Narasumber pada penelitian ini adalah Hakim Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi di kota Semarang. 

Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh peneliti yang 

sebelumnya telah diolah orang lain 24 . Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan. Studi 

kepustakaan merupakan cara memperoleh data dengan mempelajari data 

dan menganalisa atas keseluruhan isi pustaka dengan mengkaitkan pada 

permasalahan yang ada. Studi kepustakaan adalah studi yang diperoleh 

melalui data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi: 

a. Bahan Hukum Primer yang berupa peraturan perundang-undangan 

maupun konvensi-konvensi. Dalam penelitian ini digunakan antara lain 

Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata 

Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Tindak Pidana Pencucian 

Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Akta 696 

tentang Perlindungan Saksi Tahun 2009,  Law of Malaysia Act 613 on 

Anti Money Laundering and Anti Terrorism Financing Act 2001 

                                                
24 Petrus Soerjowinoto, dkk, 2020, Metode Penulisan Karya Hukum, Semarang: Universitas 

Katolik Soegijapranata, hlm. 8. 
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(AMLA), dan United Nations Convention against Transnational 

Organized Crime. 

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan 

informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta 

implementasinya. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain ialah buku-buku, artikel-artikel dalam jurnal 

hukum, artikel-artikel yang terdapat di internet, makalah, skripsi, tesis, 

disertai dan bahan sejenis lainnya. 

c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder. 

Adapun bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah Black’s Law Dictionary, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan 

Kamus Terjemahan Inggris Indonesia. 

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data 

Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam 

metode ilmiah, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi 

arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data 

mentah yang telah dikumpulkan kemudian diperiksa dan dikelompokkan 

agar dapat menjawab perumusan masalah dalam penelitian.  

Tahap selanjutnya dilakukan editing dengan melakukan 

pengubahan seluruh data yang telah dikumpulkan dan disaring menjadi 

suatu pengumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan acuan dalam 

penarikan kesimpulan. 
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Dalam menyajikan data supaya mudah dipahami, peneliti 

menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang merupakan suatu metode 

untuk mendeskripsikan, menjelaskan, menguraikan, menggambarkan data. 

Data yang dimaksud adalah hasil wawancara di lapangan dengan 

narasumber Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Semarang 

kemudian menganalisisnya dengan berpedoman pada sumber data 

kepustakaan dan peraturan perundang-undangan antara lain Peraturan 

Pemerintah Indonesia Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara 

Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Tindak Pidana Pencucian Uang, 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Akta 696 tentang 

Perlindungan Saksi Tahun 2009, Law of Malaysia Act 613 on Anti Money 

Laundering and Anti Terrorism Financing Act 2001 (AMLA), dan United 

Nations Convention Against Transnational Organized Crime. 

6. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang dipakai adalah teknik analisa kualitatif 

yaitu analisa data non-statistik yang disesuaikan dengan data yang 

dikumpulkan yaitu data yang deskriptif dan data tekstual berwujud 

keterangan-keterangan atau penjelasan tertulis yang diperoleh dari bahan-

bahan pustaka dan hasil wawancara.  
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Hasil analisis tersebut kemudian akan disajikan secara sistematis 

dalam bentuk laporan hasil penelitian berbentuk skripsi. 

G. Rencana Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun dengan menggunakan uraian sistematis, hal 

tersebut sangat berguna untuk lebih mempermudah dalam proses pengkajian 

dan pemahaman. Adapun sistematika penulisan penelitian, sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini menguraikan latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian 

dan sistematika penulisan.   

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini dijelaskan telaah pustaka 

yang mendasari kerangka berfikir yang dipakai dalam membahas 

permasalahan yang ada dalam perlindungan saksi dalam tindak pidana money 

laundering antara lain adalah tinjauan tentang perlindungan saksi, tindak 

pidana pencucian, teori perbandingan hukum dan teori perlindungan hukum. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Bab ini 

menjelaskan pembahasan atau analisis terhadap rumusan masalah dalam 

penelitian, yaitu: perbandingan perlindungan saksi dalam undang-undang 

tindak pidana money laundering di Indonesia maupun di Malaysia dan ide 

dasar yang dapat diambil dari pengaturan pemberian perlindungan saksi 

dalam tindak pidana money laundering di Malaysia dalam rangka 

pembaharuan hukum pidana di Indonesia (sebagai ius constituendum). 

BAB IV PENUTUP, Bab ini berisikan simpulan yang didapat dari isi 

Bab Pembahasan dan saran yang direkomendasikan kepada pihak terkait. 
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